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PENDAHULUAN

Salah satu masalah gizi yang dihadapi anak di dunia modern adalah
prevalensi balita pendek yang sering disebut dengan stunting. Fenomena
stunting pada anak dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya tingkat
pendidikan, dan tidak memadainya pelayanan kesehatan dan kesehatan (Beal
et al., 2018). Begitu juga di Indonesia, stunting juga menjadi masalah kesehatan
masyarakat Indonesia dengan angka kejadian yang relatif tinggi (Mediani et al.,
2022). Tercatat dari tahun 2021, Indonesia memiliki 24,4% kasus stunting
(Sehatnegeriku.kemkes.go.id, 2023).

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang masih memiliki angka
stunting yang cukup tinggi. Tercatat hingga tahun 2022, angka stunting seluruh
Indonesia adalah 24% dengan rata-rata Sumatera Utara berada pada angka
25,7%. Penurunan angka stunting masih terus menjadi program utama
pemerintah khususnya pemerintah Sumatera Utara dengan melibatkan banyak
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu keberhasilan program
penanggulangan stunting. Pada penelitian ini, peneliti mengkhususkan
penelitian penanggulangan stunting di Kota Medan untuk melihat sudah
sejauh mana kolaborasi pemerintah di Kota Medan dalam menanggulangi
angka stunting (Detik.com, 2022).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan bahwa angka stunting di
Kota Medan tahun 2019-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu
sebesar 491 dengan persentase 17,4%. Berbeda dengan Dinas Kesehatan,
Kementerian Dalam Negeri menjelaskan angka stunting di Kota Medan pada
tahun 2019-2022 berjumlah 2.249.081 jiwa. Data yang mencakup tentang angka
stunting di Kota Medan yang telah dijabarkan di atas memiliki perbedaan satu
sama lain namun keduanya menunjukkan kasus stunting cukup tinggi. Hal ini
merupakan salah satu kendala karena data yang belum konkrit dan memadai
serta banyak program pendorong pencapaian cakupan layanan yang belum
tersedia (Kompas.com, 2022).

Mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 18 Tahun 2020 tentang
Konvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu, mewujudkan
komitmen Pemerintah Daerah, serta mengintegrasikan dan
mengharmonisasikan percepatan pelaksanaan pencegahan stunting di daerah,
pemerintah Kota Medan menerbitkan Keputusan Walikota Medan No.
440/32.K untuk berkolaborasi dalam upaya penurunan stunting di Kota
Medan. Keputusan tersebut mengatur keterlibatan dan tugas pokok dan fungsi
masing-masing instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), pihak swasta, masyarakat, serta
Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagai Ketua Koordinator.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menjelaskan tentang kolaborasi
pemerintah dalam berbagai program pemerintah di Indonesia. Keterlibatan
berbagai sektor merupakan hal utama tercapainya kolaborasi pemerintah
dalam suatu program (Sukanti & Faidati, 2021). Keberhasilan program akan
lebih maksimal bila masyarakat juga berperan aktif (Ipan et al., 2021). Maka
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dari itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kolaborasi
pada program pemerintah berpengaruh positif secara signifikan (Rahmasari &
Wicaksono, 2021). Selain itu, hal penting yang perlu ditekankan dalam konsep
kolaborasi adala pemahaman dan kepercayaan publik (Putri & Nurcahyanto,
2021).

Penelitian lain menambahkan bahwa peningkatan sumber daya
merupakan salah satu pendukung keberhasilan kolaborasi (Rumuat et al.,
2022). Adanya faktor kepemimpinan juga dapat mendorong keberhasilan
pengambilan kebijakan (Saufi, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu,
penelitian ini dilakukan agar melihat program pemerintah Kota medan dengan
menerapkan konsep kolaborasi pemerintah. Penulis merasa penelitian ini
dilakukan wuntuk melihat sejauh mana konsep kolaborasi pemerintah
memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di Kota
Medan.

TINJAUAN PUSTAKA
Tata Kelola Pemerintahan

Leach dan Percy Smith mengungkap pergeseran antara konsep
government dengan konsep governance bahwa adanya pengaruh-pengaruh
politik dalam pemerintah saat melakukan pelayanan sehingga elemen lain
dalam sebuah negara tidak mengambil peran pada konsep government,
sedangkan konsep governance mampu melebur antara pemerintah dengan
elemen lainnya sehingga seluruh elemen memiliki peranan dan tanggung
jawab yang sama (Hetifah, 2009). Chema (2007) menyatakan bahwa governance
menekankan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam
proses kebijakan yang akan dijalankan. Menyambung pernyataan tersebut,
Emerson menyatakan bahwa governance merupakan suatu tindakan yang
digunakan untuk mengatur sektor publik dan sektor swasta (Rahayu, 2019).
Governance adalah cara untuk membuat kebijakan tertentu yang
mengikutsertakan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat dalam
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Kurniawan, 2007).

Kolaborasi Pemerintah

Dalam konsep collaborative governance adanya proses pengambilan
keputusan yang dilakukan secara musyawarah dengan tujuan untuk
melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell & Gash, 2008).
Collaborative governance merupakan paradigma baru yang mampu
memperlihatkan adanya multisektor dalam keterlibatan urusan publik dengan
ciri khas tertentu yang menjelaskan seberapa penting melakukan kolaborasi
(Silvia, 2011). Konsep kolaborasi memberikan gambaran tentang bagaimana
fasilitas dan pelaksanaan multi organisasi agar mampu memecahkan masalah
(O'leary & Vij, 2012). Pemanfaatan pendekatan multi-actor pada collaborative
governance memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang
sangat kompleks dengan sederhana.
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Model Kolaborasi Pemerintah

Model tata kelola kolaboratif didasarkan pada delapan prinsip utama
yang diusulkan oleh Saigler, yaitu warga negara harus dilibatkan dalam
produksi barang publik, masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya
dan aset untuk memecahkan masalah publik, para profesional harus dilibatkan
untuk memberdayakan warga negara, pembuatan kebijakan harus dilakukan
secara musyawarah, kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang
berkesinambungan, kebijakan harus strategis, dan kebijakan harus mengubah
kelembagaan untuk kepentingan masyarakat.
Berbeda dengan pendapat Ratner, ada tiga proses tata kelola kolaboratif:
mengidentifikasi hambatan dan peluang, memperdebatkan strategi pengaruh,
dan merencanakan tindakan kolaboratif (Ratner, 2012). Namun, peneliti melihat
bahwa tidak satu pun dari kedua interpretasi ini yang sesuai dengan latar
penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model tata kelola kolaboratif
Ansell dan Gash, yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk: kondisi awal,
desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash,
2008).

METODOLOGI

Pada penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif menjadi pilihan peneliti dalam menggunakan metode penelitian.
Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu cara yang mampu
menghasilkan data deskriptif dengan mengamati perilaku subjek dan
pendekatan ini juga mampu memperlihatkan setting dan individu secara
menyeluruh, seperti subjek penyelidikan berupa individu maupun organisasi
juga mampu memperluas pandangan (Furchan, 1992). Metode deskriptif
menggunakan objek, status kelompok, kondisi, kerangka berfikir, ataupun
peristiwa yang sedang terjadi dengan tujuan untuk membuat deskriptif yang
mencakup informasi yang sistematis, faktual, dan akurat.

Metode penelitian ini digunakan penulis untuk membahas tentang
Kolaborasi Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Stunting di Kota
Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam.
Sumber data terdiri atas sumber data primer dengan beberapa informan, yaitu
Dinas Kesehatan Kota Medan, BAPPEDA Kota Medan, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, dan masyarakat. dan sumber
data sekunder yag terdiri dari literatur, jurnal, opini publik, perundang-
undangan, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Penulis menggunakan teknik
analisis data kualitatif dengan model Miles and Huberman (2008), yaitu reduksi
data, display data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kota Medan Pada Program Penanggulangan Stunting
Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, program penanggulangan

stunting di Kota Medan melibatkan berbagai sektor dan instansi pemerintah.

Adapun yang menjadi acuan bagi setiap pelaksana program penanggulangan

stunting di Kota Medan, yaitu SK Walikota Medan. Surat Keputusan tersebut
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mencakup tentang pembagian tugas, keterlibatan instansi pemerintah, serta
ketentuan-ketentuan lainnya. Pembagian tugas dijadikan sebagai acuan bagi
seluruh OPD yang terlibat dalam kolaborasi pemerintah pada program
penanggulangan stunting di Kota Medan. Setiap pembagian tugas memiliki
uraian tugasnya masing-masing.

Tabel 1. Uraian Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kota
Medan 2023

No. Instansi Uraian Tugas

1 Walikota Medan e Memberikan arahan yang luas kepada semua

anggota tim.

¢ Mengembangkan dan mengimplementasikan
strategi untuk mengatasi keterbatasan dan
rintangan dalam pelaksanaan percepatan

penurunan stunting di Kota Medan.

e Memberikan panduan umum, teknis, dan
operasional untuk inisiatif percepatan

penurunan stunting di Kota Medan.

e Meningkatkan tugas, fungsi, dan peran
bidang-bidang yang ada dalam tim
percepatan penurunan stunting Kota

Medan.

2 Wakil Walikota e Koordinasi dan pengendalian seluruh
Medan L - .
inisiatif percepatan penurunan stunting di

Kota Medan.

e Menyusun strategi dan kebijakan
pelaksanaan program kerja di semua tingkat

kewenangan.

e Meningkatkan fungsi dan tugas komandan
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lapangan.

e Mengkoordinasikan konsultasi stunting

tingkat kota.

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kota
Medan

e Membantu koordinasi tugas, tanggung
jawab, dan peran anggota tim Percepatan

Penurunan Stunting di Kota Medan.

e Membantu dalam proses pengorganisasian
kerja sama dan kemitraan pemangku
kepentingan dalam rangka percepatan

penurunan stunting.

e Mengembangkan dan mendorong
pelaksanaan pendampingan untuk ketua

manajemen percepatan penurunan stunting.

e Memantau bagaimana aksi konvergensi
intervensi stunting yang terintegrasi

dilakukan.

e Membuat pelaporan dan infrastruktur
pendukung operasional percepatan

penurunan stunting di Kota Medan.

Dinas Kesehatan
Kota Medan

e Mengkoordinasikan proses rujukan dan

bantuan untuk memenubhi target stunting.

e Mengkoordinasikan pengembangan dan
pelaksanaan mekanisme bantuan yang
menjamin untuk kelompok sasaran dan
keluarga yang mengalami stunting, sesuai

dengan kebijakan nasional dan rencana aksi
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nasional untuk pengurangan stunting.

e Mengkoordinasikan surveilans stunting pada

rumah tangga rentan di Medan.

e Koordinasi upaya untuk memastikan
pendampingan bagi keluarga yang berisiko

stunting di Kota Medan.

e Koordinasi pemberian bantuan jaminan
percepatan penurunan stunting kepada

kelompok sasaran di Kota Medan.

e Mengadakan pertemuan internal di bidang
layanan intervensi spesifik dan intervensi
sensitif sebulan sekali atau sewaktu-waktu

jika diperlukan.

5 Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga

Berencana Kota
Medan

e Memberikan bantuan teknis dan
administratif secara ekstensif untuk
pelaksanaan percepatan penurunan

stunting.

e Melaksanakan fungsi koordinasi tim
pelaksana dalam rangka melaporkan status
pelaksanaan percepatan penurunan

stunting.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Peraturan pelaksana serta partisipasi pemerintah dan sektor lainnya
diatur dalam perundang-undangan yang jelas. Peraturan dikeluarkan melalui
pusat dan diadaptasi oleh masing-masing daerah. Pemerintah Kota Medan
membentuk kebijakan bagi beberapa OPD untuk ikut terlibat dalam
penanggulangan stunting. Setelah adanya peraturan yang dikeluarkan terkait
dengan percepatan penurunan stunting, maka seluruh yang ikut terlibat dalam
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peraturan tersebut harus saling bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan dapat
dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan
dalam menekan angka stunting. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing OPD
melakukan berbagai upayanya sesuai dengan uraian tugas yang dijelaskan pada
table diatas.

Kolaborasi Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Stunting di Kota
Medan

Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota
Medan melakukan komunikasi langsung untuk berkoordinasi. Dalam program
tersebut, seluruh pemerintah Kota Medan melakukan forum-forum terbuka,
yaitu Forkopimda dan 8 Aksi Konvergensi Stunting. Kedua forum koordinasi ini
berguna untuk merealisasikan proses kolaborasi pemerintah dalam program
penanggulangan stunting di Kota Medan. Forum-forum tersebut membahas
persoalan stunting di Kota Medan melalui survei langsung kepada masyarakat.
Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam memberikan edukasi dan
pemahaman dapat dibuktikan pada pembahasan forum-forum tertentu. Setiap
forum dihadiri oleh masing-masing OPD vyang berkaitan dengan
penanggulangan stunting di Kota Medan.

Setiap program yang dilakukan oleh masing-masing OPD terus dievaluasi
dan di tanggung jawabi oleh bidang terkait. Forum ini memperlihatkan
bagaimana pemerintah saling terbuka terhadap informasi serta saling bertukar
pikiran untuk melakukan upaya-upaya baru. Salah satu faktor keberhasilan
suatu proses kolaborasi adalah koordinasi yang baik serta pemahaman tentang
pencapaian tujuan bersama.

Seluruh OPD menjalankan tupoksi sesuai dengan aturan yang telah
dibuat serta peran kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota untuk terus
melakukan pengawasan dan pemberi arahan. Sebagai forum pendukung, DPRD
Kota Medan melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang dilaksanakan
oleh masing-masing OPD. Bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan yang
dilakukan oleh DPRD Kota Medan cukup efektif untuk terus menunjang kinerja
para pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi kolaborasi pemerintah dalam program
penanggulangan stunting ini memerlukan peranan masyarakat dan kepercayaan
terhadap pemerintah serta kepercayaan masing-masing OPD. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa kepercayaan antar OPD sudah terbangun. Hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya program-program dan forum koordinasi yang terus
dilaksanakan dengan baik. Konflik dan dinamika yang terjadi tidak dijadikan
alasan bagi masing-masing OPD untuk menunda pelaksanaan percepatan
penurunan stunting. Upaya penurunan stunting terus berjalan dengan baik.

“Kami bekerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kami percaya dengan
saling berkolaborasi dapat membantu program ini terus berproses dan mencapai tujuan.
Karena sudah cukup banyak upaya yang kami lakukan dan dengan jangka waktu yang
cukup lama yaitu dari tahun 2020” (Wawancara, lin 31 Maret 2023).

Membangun kepercayaan bukan hanya diperlukan oleh para pelaksana
kebijakan. Para pelaksana kebijakan juga harus mampu membangun
kepercayaan terhadap masyarakat. Mengingat bahwa kolaborasi pemerintah
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dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat dari bahaya stunting. Berbagai upaya yang
dilakukan seperti melakukan edukasi, membentuk forum sosialisasi, pemberian
bantuan, publikasi dan pembaharuan program telah dilakukan untuk
masyarakat. Namun, hingga saat ini kendala dan hambatan yang ditemukan
dalam penelitian ini berasal dari masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan
terhadap pemerintah Kota Medan.

"Memang benar beberapa kali diberikan bantuan kepada ibu-ibu yang mengalami
anak stunting di daerah kami, seperti dapur stunting memberikan makanan sehat dan
pemberian uang tunai melalui program bapak asuh anak stunting, tapi kalau saya lihat
bantuan ini belum diperqunakan masyarakat dengan benar, saya tetap berharap sih
karena ekonomi kita belum pulih kan, memang masyarakat kita khususnya ibu-ibu yang
memiliki  tangqungan lebih karena anaknya stunting memang harus dibantu"
(Wawancara, Vina 23 Mei 2023).

Selain aspek kepercayaan public, penelitian ini juga melihat bagaiaman
hasil pertengahan setelah upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan angka
stunting. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya titik terang yang
diciptakan dalam proses kolaborasi dengan adanya perubahan angka stunting.

“Sudah lumayan, karena dari program kami sudah naik menjadi 3-5 cm dari 1-5
cm untuk tinggi badan. Walaupun ada juga yang tetap stuck tinggi badannya. Namun,
kalau dilihat dari data SSGI juga menurun kok” (Wawancara, Dwi 17 April 2023).

Selain itu, Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan
stunting di Kota Medan memberikan keuntungan langsung pada masyarakat.
Upaya pemerintah Kota Medan dalam menekan angka stunting tercapai
walaupun belum signifikan. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus berlanjut
dan berkembang semakin baik serta mendapatkan lebih banyak kepercayaan
dari masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam kolaborasi, dibutuhkan
komitmen bersama selama proses kolaborasi berjalan. Hal ini dibuktikan oleh
komitmen dalam proses kolaborasi dari masing-masing stakeholders yang
berkaitan dengan kolaborasi pemerintah penanggulangan stunting di Kota
Medan. Komitmen yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi agar mencapai
tujuan program yaitu percepatan penurunan stunting.

Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota
Medan menekankan komitmen sebagai faktor utama yang mendukung
keberhasilan program. Berbagai upaya yang dilakukan masing-masing OPD
untuk menekan penurunan angka stunting cukup berhasil dengan didukung
komitmen dari para pelaksana kebijakan. Dari hasil wawancara, masing-masing
informan menyatakan bahwa komitmen yang dilakukan saling
berkesinambungan satu sama lain. Komitmen dari stakeholders terkait dalam
menjalankan program tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan proses
penanggulangan stunting.

“Ada komitmennya. Kami sudah berkomitmen melalui Kabid kami dan Kadis.
Komitmen kami di tahun 2022 0,38 dan Kadis kami berkomitmen untuk menurunkan
angka stunting hingga 0,3 dan tercapai. Itu yang mengartikan bahwa kami berkomitmen.
Hal ini dapat terjadi karena kerjasama dengan banyak OPD” (Wawancara, Asnita 16
Maret 2023).
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Penguatan komitmen yang dilakukan oleh setiap OPD yang terlibat dalam
penanggulangan stunting di Kota Medan dapat dilihat melalui upaya dari
penurunan angka stunting. Upaya yang dilakukan oleh OPD terkait cukup
menciptakan perubahan yang signifikan. Hal tersebut dinyatakan oleh informan
dalam penelitian ini. Terwujudnya keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam
program penanggulangan stunting di Kota Medan tidak lepas dari pemahaman
bersama. Pemahaman bersama memberikan dampak yang cukup besar terhadap
keberhasilan proses kolaborasi. Koordinasi yang baik dapat terjalin apabila
adanya pemahaman bersama.

“Ya, sudah paham. Pemahaman kami dengan OPD yang lain terkait penurunan
stunting ini sudah sama. Dengan kami saling bekerja sama untuk melakukan upaya-
upaya penurunan stunting ini artinya kami sudah menyamakan persepsi kami.”
(Wawancara, Dwi 17 April 2023).

Keberhasilan program penanggulangan stunting di Kota Medan dapat
dilihat melalui data yang telah dijabarkan sebelumnya. Konsep kolaborasi
pemerintah dapat menjawab permasalahan stunting di Kota Medan. Dengan
pemahaman bersama, para pelaksana kebijakan dapat mewujudkan keberhasilan
dalam proses kolaborasi. Informan diatas menjelaskan bahwa adanya persamaan
persepsi sehingga mampu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik oleh
masing-masing OPD. Pemahaman bersama menciptakan efektivitas dan efisiensi
dalam proses kolaborasi pemerintah pada program penanggulangan stunting di
Kota Medan. Selain itu, hasil wawancara dengan berbagai informan juga
memperlihatkan persamaan definisi permasalahan dalam proses kolaborasi
pemerintah pada program penanggulangan stunting di Kota Medan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kolaborasi pemerintah merupakan konsep pemecahan masalah yang
melibatkan tiga sektor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam
menanggulangi permasalahan stunting, pemerintah Kota Medan melakukan
upaya berkoordinasi dan saling bekerja sama dengan tiga sektor tersebut.
Walikota, Wakil Walikota, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sektor
Swasta, dan Masyarakat merupakan stakeholder yang berperan dalam
menanggulangi stunting di Kota Medan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang dilakukan
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah berjalan baik. Upaya
menyatukan pemahaman dan menimbulkan kepercayaan terhadap publik
merupakan salah satu cara utama untuk mendukung keberhasilan program
penanggulangan stunting di Kota Medan. Harapannya, penelitian ini di masa
depan akan menemukan kebaharuan data angka stunting sehingga dapat
menunjukkan keberhasilan konsep kolaborasi pada program penanggulangan
stunting di Kota Medan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut terkait dengan topik ”Kolaborasi Pemerintah Dalam
Program Penanggulangan Stunting di Kota Medan”. Penelitian selanjutnya
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dapat menggunakan objek Program Penanggulangan Stunting yang berbeda
untuk menambah wawasan bagi pembaca.
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